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ABSTRAK

BPD sebaga lembaga legislatif'desa dituntut untuk, menunjukan kinerja yang
tinggi dalam‘rangka menunjang pemerintahan dan pembangunan desa.Penulisan
Skripsi ini* dimaksudkan untuk. mendeskripsikanKinerja Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), baik. ddam menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama
kepala desa, maupun menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam
bentuk Peraturan Desa. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan
belum adanya Peraturan Desa selain.Peraturan’ Desa Tentang APBDes yang
ditetapkan BPD. Selain itu, banyak aspirasi- masyarakat yang tidak ditindak lanjuti
oleh BPD berkaitan dengan Peraturan Desa, sehingga masyarakat menganggap
kinerja BPD masih belum sesuai harapan.

Penelitian ini menggunakan metode, penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi,
wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Sungai Purun Kecil
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten| Pontianak. Subjek dalam pendlitian ini
adalah’ BPD. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja BPD tersebut,
yaitu 'Responsibilitas, responsivitas; dan akuntabiltas.Kesimpulan,/ dalam
penelitian ini adalah BPD Desa-Sunga Purun Kecil belum mampu menjalankan
tugas dan'fungsinya dengan-baik dalam penyusunan-dan-penetapan Peraturan
Desakarena‘ikurangnyapemahaman_ tentang mekanisme pembuatan Peraturan
Desa, serta “kemampuan "BPD juntuk merumuskan segala bentuk aspirasi
masyarakat danidisalurkan dalam bentuk Peraturan Desa belum berjalan secara
optimal.

Kata kunci : Kinerja BPD, Peraturan Desa, Aspirasi.
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VILLAGE OF SUNGAI PURUN KECIL HEAD OFFICE OF SUNGAI
PINYUH, PONTIANAK REGENCY

By:
TEVRIAWAN
NIM. E42010010

Cooperation Science Program Administration Faculty of Social and Political
Science with West Kaimantan Province Government

ABSTRACT

BPD as avillage legidative body is required to demonstrate high performance in
order to support the governance and rural development. Thesis writing is intended
to describethe performance Village Consultative Body (BPD), both in:setting and
establishes the rules the village with the village head, as well @s the community
and share theirsaspirations in the form of village regulations. The title of this
thesis concerns raised by the lack of regulation in addition Rural Village
Regulations AboutAPBDes defined BPD. In addition, a lot of people's aspirations
are not fellowed up by BPD associated: with 'village regulations,.so that the
community-considers the performance of BPD is still not as expected.

This study used qualitative research methods with descriptive research type. The
data was™collected using observation] interview and documentation..Research
location in Sungai Purun Kecil Village/Head Office of Sungai Pinyuh, Pontianak
regency.Subjects in this study is BPD. The indicators used in measuring the
performance of the BPD, namely @ Responsibility, responsiveness, and
accountability. The conclusion of this study is BPD Sungal Purun Kecil not been
able to'carry out its duties and-functions well in the preparation and adoption of
village regulations due to a lack of understanding of .the mechanpisms of
regulation-making village, as well “as the ability to formulate any form of BPD
aspirations’and distributed in the form of village regulations have not been
running optimally.

Keywords: Performanceof BPD, village regulations, aspiration:
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian
Berdasarkan Peraturan
Pemerintahan No. 72 Tahun 2005
tentang Desa dijelaskan bahwa desa
memiliki  organisasi  pemerintahan
sendiri, yatu Kepala Desa beseta
Perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Kepaa
Desa merupakan pimpinan
penyelengaraan Pemerintah Desa yang
dibantu oleh perangkat-"desa. Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
merupakan  lembaga  perwujudan
demokrasi _dalam : penyelenggaraan
pemerintahan desa« yang berfungsi
menampung danmenyaurkan aspirasi
masyarakat, -~ sSerta  bersama-sama
dengan kepaa desa menetapkan
Peraturan Desa. Oleh karena itu BPD
sebagali badan permusyawaratan yang
anggotanya berasal dari masyarakat
desa tersebut, yaitu Rukun Warga
pemangku adat, golongan profesi,
pemuka agama dan tokoh atau pemuka
masyarakat lainnya. Disamping
menjalankan fungsinya sebagai
jembatan penghubung antara Kepala
Desa dengan masyarakat, juga harus

menjalankan  tugas dan  fungs
utamanyay, yaitu fungsl representas
(perwakilan).

Dalam® upaya. mewujudkan

pelaksanaan demokrasi seperti yang
diamanatkan padaPR.No. 72 Th. 2005
tersebut, yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan Desa
dan menggerakkan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembangunan dan
penyelenggaraan administras  Desa,
maka setiap keputusan yang diambil
harus berdasarkan atas musyawarah
untuk mencapai mufakat. Oleh karena
itulah, Fungss BPD menurut Pasal 34
PP No. 72 Tahun 2005, adalah
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menetapkan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa, serta menampung dan
menyalurkan  aspiras  masyarakat
berkenaan dengan materi Peraturan
Desa

Lebih lanjut ddam UU No. 6
Tahun 2014 Tantang Desa pada pasal

54, menjelaskan bahwa  forum
permusyawaratan yang diikuti oleh
Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan  unsur

masyarakat,desa memiliki tujuan untuk
memusyawarahkan ha yang bersifat
stategis.  dalam penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa, diantaranya
penataan desa, perencanaan desa, kerja
sama _desa, rencana, investas,
pembentukan BUMDes, dan
penambahan serta pelépasan Aset
Desa. Kemudian pada, spasal 55
menjelaskan bahwa BPD memiliki 3
fungsi, vyatu ,membahas dan
menyepakati rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat (desa,
dan melakukan pengawasan Kinerja
kepala desa.

Dalam rangka mengatur urusan
masyarakat desa tersebut, desa dapat
membuat Peraturan Desa; Peraturan
Desa*wadalah "bentuk regulas yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Desa
sebagaimana _ditingkat  pemerintah
kabupaten dalan membuat peraturan
daerah. Peraturan Desa ditetapkan oleh
BPD bersama Kepaa Desa dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa. Nurcholis (2011: 113-114)
menjelaskan “bahwa Peraturan Desa
merupakan penjabaran lebih lanjut dari
peraturan perundang-undangan Yyang
lebih tinggi dengan memperhatikan
kondiss sosia budaya masyarakat

3

Program Studi IImu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat



Governance, Jurnal S-1 [lImu Pemerintahan, Vol 3, nomor 4, edisi Desember 2014

setempat, maka isi Peraturan Desa ini
tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan umum atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi,
serta norma kesusilaan yang ada pada
kehidupan masyarakat setempat”.

Namun berdasarkan hasil
observas pra penelitian di lapangan
pada saat melaksanakan Praktek
Pengalaman Kerja (PPK) di Kabupaten
Pontianak, pendliti menemukan
fenomena bahwa tingkat
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
yang didasarkan pada PP No. 72 Th.
2005 tentang Desa, kemudian PERDA
No. 7 Ths 2007 . tentang Badan
Permusawaratan Desa, dan PERDA
No. 8 Fh. 2007 tentang Peraturan Desa,
yang merupakan pedoman
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
oleh BPD “‘dirasakan belum’ sesual
dengan _apa yang  diharapkan
masyarakat maupun Pemerintah Desa.
Hal tersebut terlihat dari aspirasi
masyarakat berkenaan dengan
Peraturan Desa yang belum tersalurkan
oleh, BPD. Penulis memfokuskan
perhatian pada kinerja BPD daam
menjalankan tugas dan fungsinya
berkenaan dengan pembuatan
Peraturan Desa, menampung dan
menyalurkan  aspiras. masyarakat,
khususnya BPD di Desa Purun Kecil,
Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten
Pontianak. Hal, itu dapat dilihat™ dari
indikasi-indikas yang.penulis temui di
lapangan.

Berdasarkan pra penelitian yang
dilakukan penulis, penulis menemukan
beberapa masalah di lapangan yang
berhubungan dengan kinerja BPD
daam pembuatan Peraturan Desa di
Desa Purun Kecil, Kecamatan Sungai
Pinyuh, Kabupaten Pontianak. Dimana
BPD belum mampu merancang dan
menetapkan suatu Peraturan Desa
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akibat  keterbatasan  pengetahuan
mengenai  mekanisme pengesahan dan
penetapan Peraturan Desa yang telah
dijelaskan pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri No0.29 Tahun 2006
tentang Pedoman Pembentukan Dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan
Desa. Beberapa rancangan Peraturan
Desa yang diusulkan oleh BPD
maupun dari aspirasi masyarakat yang
sampai saat ini belum dapat ditetapkan,
salah satu contohnya adalah rancangan
Peraturan Desa No. 1 Th 2009 yang
sampal  saat iniw belum ditetapkan
sebagal. Peraturan =Desa, tentang
Pemeliharaan Jalan dan Parit di Dusun
Nikmat. RT 02" Desa Sungai Purun
Kecil,'yang mengatur segala ketentuan
pemeliharaan jalan dan parit ‘'serta
penarikan retribusi jalan dan parit bagi
kendaraan roda 4 dan Kendaraan roda
6. Penulis juga menemukan fenomena,
bahwa BPD  sebagai,.=*lembaga
perwakilan belum mampu menampung
dan menyalurkan aspiras masyarakat
desa dalam berbagai hal, salah satu
contohnya dalam pembuatan Peraturan
Desa, masyarakat  menginginkan
adanya Peraturan Desa yang mengatur
tentang pemungutan biaya pelayanan
administras di kantor Kepala Desa
sehingga tidak ada pungutan liar dari
aparat Pemerintah Desa. Sampai saat
ini peraturan  tersebut  belum
terealisasikan, padahal ‘telah menjadi
fungs dari BPD=tintuk bekerjasama
dengan Kepala Desa sebagai mitra
kerja dalam pembentukan Peraturan

Desa berdasarkan aspiras  dari
masyarakat desa.
Selain  itu, penulis  juga

menemukan rancangan Peraturan Desa
mengenai  pembentukan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) yang belum
ditetapkan, Padahal Peraturan Desa
tentang BUM Des merupakan salah satu
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peraturan yang wajib dibuat oleh setiap
Desa apabila Pemerintah Desa tersebut
membentuk BUMDes. Salah satu
contohnya yang ada di Desa Sungal
Purun Kecil adalah Rancangan
Peraturan Desa No. 3 Th. 2010 tentang
Pengelolaan Lahan Pertanian Milik
Desa Sunga Purun Kecil, yang
mengatur ketentuan bahwa pengelolaan
lahan pertanian milik desa ditujukan
untuk meningkatkan sumber
pendapatan kas desa. Hal _.ini jelas
menjadi masalah yang.penting untuk
diteliti  penyebabnya dan dicari
solusinya.

2. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan,latar belakang yang
diurakkan di- atas terdapat beberapa
permasalahan™ yang mash ‘luas
pembahasannya. Berkaitan dengan itu,
agar pendlitian ini  terarah’ dan

mencapal. ~ sasaran  seperti  yang
diharapkan, maka penulis
menhgganggap  perlu  memberikan

batasan pada ruang lingkup pendlitian
dan memfokuskan hal tersebut. Fokus
untuk, penelitian ini adalah “Kinerja
BPD sebagai lembaga perwakilan desa
dalam " menyusun dan menetapkan
Peraturaan Desa bersama Kepala Desa
di Desas Purun Kecil, Kecamatan
Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak”.

3. Tujuan Penélitian

Dari uraian==fokus penelitian
diatas, maka rumusan masalah yang
dikemukakan penulis dalam penelitian
ini adalah “Bagaimana kinerja BPD
sebagal lembaga perwakilan daam
menyusun dan menetapkan Peraturan
Desa bersama Kepaa Desa di Desa
Purun Kecil, Kecamatan Sungai
Pinyuh, Kabupaten Pontianak?”.

4. Manfaat Penelitian
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Penelitian ini dimaksudkan untuk
Pemerintahan Desa, hasil pendlitian ini
dapat dijadikan acuan kedepan agar
terlaksananya pemerintahan desa yang
lebih baik dan demokrasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan Yyang
berlaku. Selain itu juga dapat berguna
bagi pengembangkan ilmu
pemerintahan, terutama berkenaan
dengan masalah kinerja BPD, baik
dalan menetapkan Peraturan Desa
bersama.K epala Desa, maupun sebagai
penampung “serta penyalur aspirasi
masyarakat.

B. TEORI
METODELOGI
1. Teori
a. Fungs dan Tugas BPD

Badan Permusyawaratan
Desa yang disingkatBPD pada
dasarnya adalah penjelmaan dari
segenap warga masyarakat dan
merupakan lembaga tertinggi
Desa. BPD juga merupakan
pemegang  dan pelaksanan
sepenuhnya kedaulatan
masyarakat desa. Lembaga ini
memiliki urgensi yang tidak jauh
berbeda dengan DPR, yang
dimaksudkan agar otonomi di
desa dapat berjdan secara
proporsional.

Berdasarkan Peraturan
Pemerintahan No.;72 Tahun 2005
tentang Desa;~dijelaskan bahwa
BPD merupakan lembaga
perwujudan demokras dalam
penyelenggaraan  pemerintahan
desa yang berfungsi menampung
dan menyalurkan aspirasi
masyarakat serta bersama-sama
dengan kepala desa menetapkan
Peraturan Desa. Oleh karena itu

DAN

BPD sebagal badan
permusyawaratan yang
5
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anggotanya berasal dari
masyarakat desa bersangkutan,
yaitu Rukun Warga, pemangku
adat, golongan profes, pemuka
agama dan tokoh atau pemuka
masyarakat lainnya, disamping
menjalankan fungsinya sebagai
jembatan penghubung antara
Kepaa Desa dengan masyarakat,
juga harus menjaankan fungs
utamanya, yaitu fungsi
representas  (perwakilan). BPD
memiliki  fungs.=" menetapkan
Peraturan Desa bersama Kepala
Desa, menampung dan
menyaltirkan aspirasi
masyarakat.

Peraturan Desa adalah bentuk
regul asi yang dikeluarkan
Pemerintah Desa sebagimana
kabupaten membuat peraturan
daerah. Peraturan Desa
ditetapkan oleh kepala ' desa
bersama BPD. Sedanjutnya
menurut Ketentuan Umum Pasal
1 angka 14 PP No. 72 Tahun
2005 tentang Desa, menyebutkan
pengertian dari Peraturan Desa
adalah produk hukum tingkat
desa yang ditetapkan oleh BPD
bersama Kepala Desa daam
penyelenggaraan . pemerintahan
desa. Peraturan Desa merupakan
hasil lebih lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih
tinggi dengan...memperhatikan
kondisi sosial budaya masyarakat
desa setempat. Isi Peraturan Desa
tidak boleh bertentangan dengan
kepentingan umum dan/ atau
peraturan  perundang-undangan
yang lebih tinggi, serta norma
kesusilaan masyarakat.
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b. Konsep Kinerja Organisasi

Dalam penelitian ini, penulis
memerlukan teori dan indikator
untuk menilai dan mengukur
kinerja BPD selaku organisas
publik, maka dari itu penulis
menggunakan  teori  kinerja
organisasi. Sebelum dijelaskan
pengertian dari Kinerja
organisasi, maka terlebih dahulu
perlu dipahami pengertian dari
Kimerja itu sendiri. Konsep
kinerja~selalu berkaitan dengan
pertanggungjawaban atau hasil
kerjay dari suatw,, program atau
kegiatan yang berkenaan dengan
proses dan‘hasil dalam*mencapai
suatu tujuan. | Istilah “kinerja
merupakan  terjemahan “dari
prestas kerja. “Prawirosentono
(dalam  Sinambela,~ 2006:136)
mengemukakan ”“bahwa secara
etimologi kinerja berasal dari
kata performance, rperformace
berasal dari kata to perform yang
mempunyai  beberapa masukan
(entry) diantaranya yang relevan
dengan kinerja, yakni:. (1)
Melakukan; (2) Memenuhi atau
menjalankan; (3) Melaksanakan
tanggungjawab; dan 4)
Melakukan sesuatu yang
diharapkan orang lain’.

Lebih lanjut, Ruky (dalam
Sembiring 2012:81) “Kinerja
adalah catatantentang hasil-hasil
yang diproduks dari fungsi-
fungs jabatan atau kegiatan
tertentu selama kurun waktu
tertentu”. Selanjutnya Manasa
(2012:81) menyimpulkan bahwa
“kinerja atau peformance adalah
tingkat pencapaian kebijakan /
program / kegiatan dengan
menggunakan sgumlah sumber
daya dalam mencapa tujuan
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organisas yang telah ditetapkan

sebelumnya’”.
Mahsun (2006:25)
mendefinisikan “Kinerja

(performance) sebagai  suatu
gambaran mengenai  tingkat
pelaksanaan suatu kegiatan atau
program atau kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan vis organisasi yang
tertuang dalam strategic planning
suatu organisasi”. Konsep ini
lebih mengarah,.~pada acuan
Kinerja organisas publik yang
cukup relevan sesua “dengan
strategi suatu :organisasi  yakni
visisdan misi.yang ingin.dicapai.
Widodo (dalam Pasolong
2008:175), mengatakan bahwa
kinerja adalah melakukan suatu
kegiatan dan menyempurnakan
sesual dengan tanggungjawabnya.
dengan hasil seperti  yang
diharapkan.

c. Konsep Penilaian Kinerja
Pengukuran dan manfaat
penilaian Kinerja dengan
menggunakan indikator-indikator
Kinerja yang ada, adalah akan
mendorong pencapaian tujuan
organisasi dan akan memberikan
umpan balik untuk upaya
perbaikan secara’ berkelanjutan.
Indikators kinerja adalah ukuran
kuantitatif “dan..atau kualitatif
yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau
tujuan yang ditetapkan, menurut
Lohman (2003), indikator kinerja
( performance indikator) adalah
suatu variabel yang digunakan
mengekspresikan secara
kuantitatif efektivitas dan
efisenss proses atau operas
dengan berpedoman pada target-
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target dan tujuan organisasi. Jadi
jelas bahwa indikator kinerja
merupakan kriteria yang
digunakan untuk menilai
keberhasilan pencapaian tujuan
organisas yang diwujudkan
dalam ukuran-ukuran.

2. Metode Pendlitian

Penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian kualitatif
dengan “sjenis penelitian yang

digunakan “adalah  deskriptif.
Pengumpulan  data  dilakukan
dengan teknik observas,

wawancarasecara mendalam, dan
studi dokumentasi.  Tahapan
andisis meliputi® reduks ‘data,
penygjian data, "dan penarikan
kesimpulan. Lokas— penelitian
dilakukan di Desa Sungai Purun
Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh
Kabupaten Pontianak.  Subjek
dalam penélitian ini adalah Ketua
BPD dan anggota BPD, Kepaa
Desa beserta perangkat desailain,
Camat beserta jgjarannya, tokoh
masyarakat dan masyarakat desa
tersebut, yang dipilih dengan
teknik  purposive.  Selanjutnya,
yang menjadi objek ipenelitian
adalah fungsi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) di
Desa Sungai Purun' Kecil. Dalam
pendlitian _inisteknik keabsahan
data menggunakan teknik
triangulas sumber dan melakukan
diskus dan konsultasi dengan
pembimbing.

PENELITIAN  DAN

Purun Kecil Dikaji Dari
Responsivitas.
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Kebijakan otonomi desa
dengan menghadirkan BPD
sebagal lembaga perwakilan di
tingkat desa merupakan
tuntutan pengembangan
lingkunga pemerintah  dan
lingkungan masyarakat Yyang
dinamis saat ini. Dengan
diberikannya hak otonomi desa
diharapkan Pemerintah Desa
dapat menyelenggarakan urusan
pemerintahan secara.~Mmandiri
dan berkesinambungan dengan
pembangunan”desa. Untuk itu
BPD  dituntut agar ™ dapat
membantu Remerintah Desa
dadam  menjalankan. roda
pemerintahan di desa
khususnya dalam menampung
dan- "menyalurkan °, aspirasi
masyarakat berkaitan "dengan
perumusan kebijakan, © yaitu
Peratura Desa sebagai pondasi
untuk pengembangan
pembangunan di desa.
Sebagaimana tujuan pemerintah
dalam pembangunan nasional,
berbagai kebijakan “dan
perangkat  peraturan  harus
dimiliki sebagal aturan yang
mengikat setiap warga desa.

Berdasarkan hasil
observas dan wawancara dapat
peneliti pahami, bahwa"-BRD
belum . mampu merumuskan
segala bentuk aspirasi
masyarakat dan  disalurkan
dalam bentuk Peraturan Desa,
padaha banyak Peraturan Desa
yang wajib di buat dengan
tujuan  pembangunan  dan
kesgahteraan masyarakat desa
itu sendiri. Hal ini menunjukan
bahwa responsivitas BPD
sebagal lembaga perwakilan di
desa dalam menampung dan
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menyalurkan aspiras  untuk
dirumuskan dalam  bentuk
Peraturan Desa belum sesuai
dengan apa yang di harapkan,
dengan kata lain Kemampuan
BPD dalam mengenali
kebutuhan dari masyarakat,
menyusun agenda serta
menjalankan program-program
yang sesual dengan aspirasi dan
kebutuhan dari  masyarakat
belum terlaksana dengan baik.
Padahal, fungsi dan tugas BPD
dalam meémbuat Peraturan Desa
telah diatur ‘dalam Peraturan
Pemerintah Kabupaten
Pontianak No. 7 Th. 2007
tentang BPD; dan Peraturan
Pemerintah Kabupaten
Pontianak Nors 8, Th. 2007
tentang Peraturan Desa.

. Kinerja BPD di Desa Sungai

Purun Kecil Dikaji Dari
Responsibilitas.
Responsibilitas  adalah
segala pelaksanaan kegiatan
oleh lembaga yang dilakukan
berdasarkan  pada  prinsip
administrasi yang benar atau
sesua dengan kebijakan
lembaga, baik yang secara
eksplisit  maupun’ implisit.
Kesesuaian dengan prinsip-
prinsip dan tidak adanya
penyimpangan dari kebijakan
lembaga yang telah dijelaskan
sebelumnya, menjadi salah satu
dasar bagi BPD daam
menjaankan tugas dan
fungsinya membuat Peraturan
Desa berdasarkan pada
Peraturan Daerah Kabupaten
Pontianak Nomor 8 tahun 2007
tentang Peraturan Desa yang
mengatur  mekanisme  dan
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prosedur  penyusunan  dan
penetapan Peraturan Desa.

berdasarkan hasil
penelitian bahwa pemerintah
Desa Sungai Purun Kecil belum
pernah mengajukan rancangan
Peraturan Desa selain Peraturan
Desa tentang APBDes kepada
pihak kabupaten untuk
ditetapkan menjadi Peraturan
Desa. Hal tersebut dikarenakan
masih belum terjalinnya
koordinas dan.-“arahan dari
pihak  kabupaten berkaitan
dengan .prosedur penyusunan
Peraturan Desa selain Peraturan
Desa yang.=mengatur .. tentang
APBDes sehingga BPD
maupun Kepala Desa belum
memahami secara prosedural
meKkanisme dalam pembuatan
Peraturan Desa, dan * dapat
dikatakan bahwa BPD ' dan
pihak Pemerintah Desa belum
mampu melaksanakan prinsip-
prinsip  administaras  yang
benar dalam proses pembuatan
Peraturan Desa.

. 'Kinerja BPD di Desa Sungai
Purun Kecil Dikaji Dari
Akuntabilitas.

Dalam penyelenggaraan
suatu spemerintahan yang. baik
merupakan salah satu tanda
terwujudnya demokratisasi
untuk mengembangkan
kedaulatan kepada rakyat. Maka
dari itu, dibutuhkan
pengembangan serta penerapan
sistem akuntabilitas yang jelas,
nyata dan tepat. Sehingga dalam

penyelenggaraannya
pemerintahan dan
pembangunan dapat

berlangsung secara bersih,
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berdaya guna, berhasil guna,
dan bertanggung jawab.

BPD hanya memberikan
rekomendasi kepada kepala
desa untuk membuat rancangan
peraturan desa, dan hingga saat
ini  BPD hanya menunggu
adanya rancangan yang
digjukan oleh kepala desa. BPD
belum memiliki usul inisiatif
yang seharusnya dapat
digunakan untuk pembuatan
peraturan desa sesuai dengan
kebutuhan*-. masyarakat desa.
Tugas membuat, peraturan desa
dianggap hanya ‘milik kepala
desa, padaha BPRD juga
memiliki peran atas itu dan
lebih mempunyai kesempatan
yang besar dalam, merancang
Peraturan  Desa = berkenaan
dengan aspirasi I masyarakat
karena lebih dekat* kepada
masyarakat.

BPD terkesan belum
optimal daam menjalankan
fungsinya untuk menyusun dan
menetapkan  peraturan | desa
bersama-sama  kepala | desa,
padaha seperti yang telah
dketahui bahwa Peraturan Desa
merupakan unsur yang sangat
penting bagi pembangunan dan
kesgjahteraan masyarakat di
desa. Selain itt BPD Desa
Purun Kecil memiliki
kelemahan dalam hal
administrasi seperti laporan dan
penyusunan  agenda  rapat
musyawarah khususnya dalam
penyusunan Peraturan Desa.
Ha itu menjadi salah satu
alasan mengapa sampai saat ini
Desa Sunga Purun Kecil belum
memiliki Peraturan Desa selain
Peraturan Tentang APBDes.
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penetapan Peraturan Desa
telah sesuai dengan prinsip-
1. Simpulan prinsip  administras  yang
Berdasarkan  pembahasan benar. Berdasarkan indikator

pada bab sebelumnya, maka penilaan  kinerja  dapat
penulis dapat mengemukakan penulis smpulkan bahwa
kesimpulan sebagai berikut. BPD dan pihak Pemerintah

D. Simpulan dan Keterbatasan

1. Kinerja BPD di Desa

Sungai Purun Kecil Dikaji
Dari Responsivitas

BPD Sungai Purun Keeil
memang sudah menjalankan
tugas dan fungsinya dalam
hal menampung dan
menyaltirkan aspirasi
masyarakat .. namun segaa
aspirasi Liersebut _ternyata
belum_ada tindak lanjutnya
Setelah’ BPD menyalurkan
aspiras. masyarakat . tersebut
kepada Kepaa Desa, BPD
seakan-akan lepas tangan
dengan  kelanjutan  dari
aspiras  tersebut, sehingga
Ssampai saat ini segala bentuk
aspirasi dari masyarakat desa
belum teredlisas. Hal
tersebut berdampak pada
kepuasan masyarakat Desa
Sungai Purun Kecil terhadap
kinerja BPD vyang dirasa
belum cukup dan belum
sesual dengan  harapan
masyarakat desal Maka, dari
itu, dapat dissimpulkan bahwa
responsivites. BPD di Desa
Sungai Purun Kecil masih
rendah.

. Kinerja BPD di Desa
Sungai Purun Kecil Dikaji
Dari Responsibilitas

Indikator responsibilitas
digunakan untuk mengetahui
apakah BPD Sunga Purun
Kecil dadlam penyusunan dan
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Desa belum mampu
melaksanakan prinsip-prinsip
administarass  yang benar
daam proses pembuatan
Peraturan Desa  akibat
kurangnya pemahaman
tentang mekanisme
penyusunan *=dan penetapan
Peraturan Desa sesuai dengan
prosedural  yang+., benar,
sehingga sampai saat ini Desa
Sungai Purun” Kecil belum
memiliki  Peraturan Desa
selain  Peraturan  tentang
APBDes.

. Kinerja BPD ©di Desa

Sungai Purun Keeill Dikaji
Dari Akuntabilias

Pada dasarnya
pelaksanaan fungsi dan tugas
BPD Sungai Purun/ Kecil
tersebut sudah berjalan. Akan
tetapi, penulis menemukan
fenomena bahwa BPD belum
mampu merumuskan segala
bentuk aspirasi’ masyarakat
dan disalurkan' dalam bentuk
Peraturan== Desa, padahd
banyak Peraturan Desa yang
wajib di buat dengan tujuan
pembangunan dan
kesegjahteraan masyarakat
desa itu sendiri. Hal ini
menunjukan bahwa kinerja
BPD sebagal lembaga
perwakilan di desa dalam
menjaankan  fungss  dan
tugasnya dalam menampung
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dan menyaurkan aspiras
untuk  dirumuskan dalam
bentuk Peraturan Desa belum
sesuai dengan apa yang di
harapkan. Maka dari itu
penulis menilai, bahwa BPD
Sungai Purun Kecil belum
mampu untuk  menyusun
agenda dari perioritas
pelayanan  publik  sesual
dengan  kebutuhan _dan
aspiras masyarakat«di Desa
Sungai Purun Kecil.
Kemudian+" penulis  dapat
memahami bahwa
pertanggungjawaban atas
hasi| kerjas:BPD belum dirasa
optimal,dan sesuai’ dengan
tugas atau beban kerja'yang
diemban oleh BPD.

2. Keterbatasan
K eterbatasan-keterbatasan
penelitian yang penulis alami
sebagai berikut:

1. Buku dan Dokumen. Minimnya
referenss  buku-buku  yang
didapat mengenai fungsi BPD
yang berkaitan dengan masalah
yang akan dikaji menjadi salah
satu keterbatasan dalam
penelitian ini.,. Selain itu,
dokumen seperti ‘profil™, desa
yang masih berbentuk tabel dan
angka sehingga menyulitkan
penulis dalam membuat
deskripsi wilayah.

2. Wawancara dan mengolah data.
Sulitnya  bertemu  dengan
informan dikarenakan
kesibukan masing-masing
dengan pekerjaannya membuat
wawancara dengan beberapa
informan  belum  maksimal.
Kemudian, dikarenakan penulis
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merupakan  pemula dalam
melakukan penelitian
menyebabkan dalam melakukan

wawancara dengan informan
penulis belum dapat
mengembangkan is wawancara
dan belum sempurna dalam

mengola data yang ada.
E. Apresias
Pada kesempatan ini, saya

mengucapkan terima kasih kepada
seluruh “pengasuh dan pengelola
Program Studi..llmu Pemerintahan
kerjasama Universitas
Tanjungpura_ dan “. _Pemerintah
Provins Kalimantan Barat dan
jaaran Pemerintahan Desa:Kuala
Secapah serta masyarakat Desa
Kuala Secapah yang terlibat dalam
penelitianini.
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